
 

 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 
 

 

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan simbol/status sosial, dimana orang 

yang mempunyai status sosial yangtinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) 

dipastikan mempunyai seorang budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan 

“budak” adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang 

yang mempunyai budak akan dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Dari uraian 

diatas sudah jelas bahwa perdagangan orang telah sejak lama terjadi (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia: 130). 

Perdagangan orang sendiri dimulai dengan adanya pandangan merendahkan derajat 

perempuan dimana hal ini berlangsung hingga abad pertengahan hingga 

diberlakukannya Undang-undang. 

 Demikian pula diindonesia, dimana sejak awal kemerdekaan pemerintah telah 

membuat Undang-undang Dasar 1945 yang mencantumkan mengenai perlindungan 

bagi segenap bangsa indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi warganya. Dan 

pemerintah indonesia sendiri memberikan perlindungan bagi setiap warganya dengan 

adanya HAM yang mana mengatur tentang hak dan kewajiban bagi setiap individu ( 

Henny Nurany, 2013 : 96 ). 
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Dan untuk perdagangan orang pemerintah indonesia dengan adanya berbagai aturan 

yang menjunjung tinggi hak dan keselamatan bagi warga negara maka pemerintah 

membuat aturan perundang-undangan yang secara rinci membahas mengenai tindak 

pidana perdagangan orang yaitu Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan Orang menurut 

Soetando Widnyasoebroto dalam bukunya yang berjudul “ Perempuan dalam 

Wacana Traffiking” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan atau penermaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran 

atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk 

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan sesorang tereksploitasi ( termasuk 

paedophili), buruh imigran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, 

pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, 

penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya (Soetando Wignyasoebroto : 

2010).Selain itu, sebagai suatu tindak pidana, aturan mengenai perdagangan orang 

juga telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan 

memperniagakan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa sebagaimana 

telah diatur dalam pasal 297 KUHP. Dalam pasal 297 KUHP dijelaskan bahwa: 

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, di 

ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.13 Pasal 324 KUHP 

menjelaskan bahwa “barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain 

menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau 
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dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu 

perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 

tahun”. 

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan Bahwa Setiap orang 

yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan 

atau penermaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).Ada beberapa faktor 

yang mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang, salah satu faktor yang 

paling mendukung adalah adanya permintaan (demand) terhadap pekerjaan di sektor 

informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, dan mau dibayar dengan upah 

yang rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Hal tersebutlah 

yang menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis 

trafficking.Dalam hal ini, walaupun pengaruh kemiskinan dan kemakmuran adalah 

salah faktor terjadinya perdagangan orang, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa 

kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap 

perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam 
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kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang 

relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban 

perdagangan orang dan bahkan tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang 

dianggap miskin memilih untuk memperdagngakan dirinya sendiri bankannanak dan 

juga keluarga nya sendiri. 

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang juga memberikan Penjelasan mengenai Perlindungan 

Hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bahkan memberikan 

Hukuman bagi pelaku perdagangan orang. Seperti halnya mengadakan rehabiltasi 

bagi korban Tindak pidana Perdagangan Orang dan memberikan retribusi atas 

kerugian yang diderita korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan juga, 

hukuman penjara dan denda bagi sipelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bukan 

hanya terhadap terdakwa tetapi juga saksi dan korban undang-undang ini pun 

memberikan hak-hak kepada saksi dan juga korban. Lalu sebenarnya siapakah yang 

rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan apa saja hak-hak dari 

korban itu sendiri. Siapa saja bisa menjadi korban tidak mengenal umur atau jenis 

kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan 

anak karna posisinya yang rentan (rawan terhadap tindak exploitasi). 

Adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang 

adalah : 

1. Orangmiskin; 
 

2. Orang dengan pola hidupkonsumtif; 
 

3. Orang yang tidak mempunyaiketerampilan
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4. Orang yang berpendidikanrendah; 
 

5. Orang yang butaaksara; 
 

6. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah atau 

negri tanpa informasi yangjelas; 

7. Korban kekerasan dalam rumahtangga; 
 

8. Orang yang kehilangan anggotakeluarga; 
 

9. Korbankonflik; 
 

10. Korbanbencana; 
 

11. Pengangguran; 

 

Dan hak korban dan/ atau saksi juga diberikan kepada keluarganya dengan rincian 

sebagai berikut: 

 Memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44) Hak ini diberikan juga kepada 

keluarga korban dan/ atau saksi sampai derajat kedua. 

 Hak untuk mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang 

membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47). 

 Restitusi (Pasal 48). Restitusi ini adalah pembayaran ganti kerugian yang 

dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban 

atau ahli warisnya (Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 

2007). Pengaturan restitusi berupa ganti kerugian atas garis besarnya adalah 

sebagai berikut: 

1. kehilangan kekayaan atau penghasilan, 
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2. penderitaan, 

3. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/ atau psikologis, dan/atau 

4. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. 

Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan 

tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan 

sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat 

dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi 

dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan 

tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar 

uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan 

pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara dan 

ditandai tanda bukti pelaksanaannya(Hj. Rodiyah dan H. Salim,2007). 

Rehabilitasi (Pasal 51).Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap 

kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara 

wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 

pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang 

bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak 

pidana perdagangan orang. 

2. Rehabilitasi diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, 

kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial, setelah korban 



13 
 

 
 

melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada 

Polri. 

3. Permohonan diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang 

menangani masalah – masalah kesehatan dan sosial di daerah. Dalam 

penjelasan Pasal 53 ayat (3) menegaskan yang dimaksud dengan pemerintah 

adalah “instansi” yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/ atau 

penanggulangan masalah – masalah sosial serta dapat dilaksanakan secara 

bersama – sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, 

dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat 

tinggal. 

4. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan 

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan integrasi sosial 

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan. 

5. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 

ppemulangan dan reintegrasi sosial pemerintah serta pemerintah daerah wajib 

membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. 

6. Di samping perlindungan seperti yang telah diutarakan, sesuai Pasal 53 dan 

Pasal 54 bagi korban juga mendapat hak perlindungan antara lain; 

 apabila korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya 

akibat tindak pidana perdagangan orang, maka menteri atau instansi yang 

menangani masalah – masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib 

memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

permohonan diajukan; 
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 apabila korban di luar negeri memerlukan perlindungan, maka pemerintah RI 

melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan 

kepentingan korban dan mengusahakan memulangkan ke Indonesia atas 

biaya negara; 

 apabila korban warga negara asing, berada di Indonesia, maka pemerintah RI 

mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui 

koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia 

 

  

2.2 Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang 

 

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa palanggaran harkat dan martabat manusia 

yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan 

ini diterima sebagai bentuk ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan 

jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi yang menjadi sangat sulit menemukan 

solusinya. 

Modus perdagangan orang banyak jenis dan macamnya, namun yang paling 

menonjol diantaranya disebabkan karena kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga 

yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu, kondisi 

keuangan negara yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dan rendahnya 

pemahaman moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya 

permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri. Dengan iming-iming 

gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya 
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kesempatan kerja didalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor 

lingkungan turut mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang. Modus  yang 

juga sering digunakan pelaku adalah dengan melakukan penjeratan hutang kepada 

korban (Syamsudin,2011 : 56). 

Keadaan ini yang mengakibatkan banyaknya modus kejahatan untuk perdagangan 

orang terutama untuk pekerja luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah memberikan 

perlindungan bagi korban dengan membebaskan setiap orang yang menjadi korban 

untuk mendapatkan penanganan di lembaga perlundungan HAM dan lembaga 

perlindungan  perempuan dan anak. Dan bagi para WNI dapat langsung melapor 

pada Kedutaan Besar Republik indonesia dinegara tempat  dirinya bekerja 

(Dikutipdarihttp//:news.detik.com/7lembaganegarabentukkoalisiantitraffiking).  

2.3 Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang 

2.3.1  Aspek Hukum Pidana Materiil  dalam Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (Substantive Criminal Law) 

 

Salah satu hukum pidana khusus adalah undang-undang tentang tindak pidana 

perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 selain 

mengatur tentang hukum pidana materil juga mengatur tentang hukum pidana formil, 

walaupun secara prinsipil tata cara beracara dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetap mengacu pada 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. 

Dan peraturan tentang perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia sudah 

diatur  dengan nilai-nilai yang diambil dari pancasila. Jadi tidaklah benar seluruhnya, 
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bahwa konsep dari HAM  berasal dari produk nilai-nilai bangsa barat (Eropa dan 

Amerika Serikat). 

Aspek-aspek pidana materil mengenai perdagangan orang juga menekankan adanya 

perlindungan kepada korban dan saksi sebagai akibat adanya perdagangan orang. 

Selain itu pencegahan dan penanganan perdagangan orang adalah kewajiban seluruh 

masyarakat dan pemerintah, sebagai penegakan hukum yang komperensif dan 

integral dan juga pemerintah telah membentuk Gugus Tugas dalam pencegahan dan 

penanganan tindak pidana perdagangan orang (wahiduddin,2013 : 7). 

2.3.2 Aspek Hukum Pidana Formal/Hukum Acara Pidana Dalam Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

Kesejahteraan seseorang mempunyai pengaruh positif bagi masyarakat dan juga 

pemerintah. Perlindungan bagi seseorang baik anak maupun orang dewasa sangat 

bermanfaat bagi kesejahteraan bagi seluruh orang termasuk anak, orangtua, keluarga, 

pemerintah dan kesejahteraan negara itu sendiri. Disinilah koordinasi kerja sama 

setiap Lembaga Perlindungan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan berbagai pejabat 

daerah dalam melindungi setiap warga negara guna memberikan kesajahteraan dan 

rasa aman terutama dari tindak pidana perdagangan orang (Yudisia, 2015 : vol. 6 no. 

1). 

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, penjeratan untuk pelaku bukan 

hanya dikenakan sanksi pidana yang berupa penal, tetapi juga dikenakan pidana non 

penal yaitu adanya pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya bagi setiap 

penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan 
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terjadinya tindak pidana perdagangan orang (vide pasal 8 Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2007).  

2.3.3 Aspek Pelaksanaan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pedagangan 

Orang 

 

Mengacu pada teori pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, kebijakan politik 

hukum diindonesia harus mengacu pada konsepsi hukum sebagai sarana 

pembangunan yang bertujuan memberikan sebuah kesejahteraan dan keadilan. Dan 

untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sebuah kepastian yaitu kepastian hukum. 

Kepastian hukum yang dimaksud adalah HAM yang ditujukan agar setiap manusia 

dapat mengembangkan dan mempertahankan hak yang diberikan oleh Tuhan untuk 

mendapatkan rasa kesejahteraan dan keadilan bagi dirinya (Mochtar 

Kusumaatmadja, 2010 : 3-4). 

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu kriminalisasi/pembaharuan 

hukum dalam hukum pidana, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

keadilan bagi  masyarakat. Walaupun dalam relitanya tujuan dari Undang-undang ini 

tidak terwujud dan dalam pelaksanaannya mendapat tantangan, hambatan, kendala 

dan masalah yang berdampak pada proses penegakan hukum. Karena kebijakan 

hukum haruslah menyeluruh, bersistem, peranan, dan fungsi hukum/bekerjanya 

hukum dalam masyarakat. 

 

 



18 
 

 
 

2.4 Upaya Pencegahan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang 

 

Upaya pencegahan dalam Tindak Pidana Perdagangan orang diatur dalam Bab VI 

pasal 55 sampai dengan pasal 58. Dan yang dimaksud dengan pencegahan Tindak 

Pidana Perdagangan orang adalah suatu upaya mencegah sedini mungkin terjadinya 

Tindak Pidana Perdagangan orang. Agar upaya pencegahan ini dapat berjalan, maka 

harus dilakukan secara optimal dan bersinergi yaitu dengan melakukan pencegahan 

yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, serta terkoordinasi dengan baik antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat ( LSM ), perguruan tinggi, media massa, dan semua komponen lainnya 

dalam masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi sektor baik ditingkat 

pusat maupun daerah.  

Dan juga secara substansial/material peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah sesuai dengan harapan 

masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang. namun dalam 

mendukung  pelaksanakan pencegahan hukum pidana perdagangan orang secara 

hukum oleh karena itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memerlukan bantuan dari 

substansi cabang hukum lainnya (Maslihati Nur Hidayati, 2012 : 170). 

Sebagai penunjang upaya pencegahan perdagangan orang pemerintah mengeluarkan 

peraturan yang dikususkan untuk melindungi dan menghormati HAM, yaitu berupa 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 

Pengahapusan Eksploitasi Komersial Anak (RAN PESKA) dan Keputusan Presiden 

Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Pengahapusan Perdagangan 
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Perempuan Dan Anak (RAN P3A). Dan yang paling penting pemerintah 

mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). 

2.5 Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 

 

Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2007 ini juga mengatur tentang perlindungan 

terhadap saksi dan korban sebgai aspek penting dalam penegakan hukum. Hal yang 

penting dalam perlindungan terhadap korban/calon korban menurut Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2007, adalah jaminan perlindungan yang berupa restitusi sebagai 

akibat dari perdagangan orang, yang harus diterima dan diberikan oleh pelaku 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun hak retribusi dari korban/calon korban 

berupa jaminan medis, jaminan sosial, reintegrasi, dan pemulangan bagi korban  

yang mengalami penderitaan fisi, psikis, dan sosial akibat Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Dikdik M. Arief dan Elisatris, 2010 : 166).  

Dan perlindungan bagi korban yang juga diberikan oleh negara adalah berupa 

pembentukan lembaga yang akan membantu pencegahan dan penanganan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. Yang dimana, menurut Undang-undang  Nomor 21 

Tahun 2007 dalam pasal 58, ditugaskan untuk melakukan pencegahan dan 

penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya melaksanakan advokasi, 

sosialisasi, pelatihan, kerja sama, memantau perkembangan pelaksanaan 

perlindungan korban (rehabilitas, pemulangan, dan reintegrasi sosial), memantau 

perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, serta melakukan pelatihan dan 

evaluasi (Wahyu Riadi : 12). 
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Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlidnungan kepada 

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian 

restitusi dan kompensasai, pelayanan  medis dan bantuan hukum.  

Beberapa mbentuk perlindungan terhadap korban (Prof. Dr. Barda nawawi Arief, 

S.H., 2011) yaitu: 

a. Gantirugi 

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan 

(2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh 

pihak yang dirugikanatau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam 

konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk 

memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan 

kedua merupakan pemuasan emosional korban.Sedangkan dilihat dari sisi 

pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk 

pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan 

langsung berkaitan dengan kesalahan yang diberbuat. 

b. Restitusi 

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang 

ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah 

menanggulangi semua kerugian yang diderita korban 

c. Kompensasi 

Kompenasasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek 

kemanusiaan dan hak-hak asasi. 

Pelayanan kepada korban adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam rangka 
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respon terhadap viktimisasi dengan maksud untuk mengurangi penderitaan  dan 

memfasilitasi pemulihan terhadap korban termasuk dalam aktifitas pelayanan korban 

adalah membrikan informasi melakukan tindakan pemeriksaan melakukan 

intervensiinduvidual(Dr. Laden Marpaung, 2010). 

Namun dalam beberapa literatur perundang-undang yang telah dibahas di atasdalam 

pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban perdagangan 

orang tidak ada terdapatnya suatu aturan yang mengatur tentang biaya untuk 

advokat/pendamping kepentingan hukum korban di Kepolisian, Kejaksaan, dan 

Pengadilan.Dalam hal ini, KUHAP telah memberikan rumusan secara konkret dan 

langsung mengenai pemberian penasehat hukum kepada saksi dan korban, 

Perlindungan hukum yang diatur dalam KUHAP terhadap korban hanya dalam 

bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak 

mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara 

khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban 

perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa 

penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim 

hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya. 

Oleh sebab itu pemerintah haruslah memberikan sebuah rumusan mengenai 

peraturan dalam hal pemberian perlindungan hukum lebih terhadap saksi dan hingga 

pemberian perlindungan terhadap saksi dan dapat secara optimal diberikan guna 

mengurangi tindak pidana perdagangan orang yang memang banyak terjadi 

dimasyarakat.


